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- Sulit Temukan

B Tak Lapor Keglatan Usai Terima Hibah

SINTANG, TRIBU'N Kepa-
la Bidang (Kabid) Bina Politik
dan Organisasi Masyarakat
pada Badan Kesatuan Bang-
sa dan Politik (Kesbangpol)
Kabupaten Sintang, Mar-
diyanto mengatakan, pada

akhir tahun 2022 pihaknya .

sudah melaksanakan veri-

fikasi.dan validasi data or--

ganisasi masyarakat sipil di
Kabupaten Sintang.

Namun ia mengakui ada
hambatan dalam proses
verifikasi ormas, yaitu ke-
sulitan menemukan sek-
retariat. “Dari 329 ormas
yang ada di Kabupaten
Sintang, sudah terverifi-
kasi hanya ada 265 ormas
saja. Saat veriifikasi, kami
mengalami kesulitan me-
nemukan sekretariatnya.
Verifikasi dan validasi kami
lakukan untuk mengeta-
hui apakah ormas ini ma-
sih aktif atau tidak,” ujar
Mardiyanto saat kegiatan
Collaborative Governance
Workshop IV tentang Pe-
nguatan Tata Kelola dan
peamberdayaan Organisasi
Masyarakat Sipil (OMS) di
Kabupaten Sintang. Kegi-
atan Kesbangpol dengan
menggandeng USAIDERAT
ini berlangsung Balai Praja
Kantor Bupati Sintang, Se-
lasa (28/2)

Diungkapkan Mardiyan-
to 70 persen atau sebanyak
214 ormas ada di Kecamat-
an Sintang. Dari 14 keca-

‘Hanya 0,1 persen
saja ormas yang
setelah mendapat-
kan dana hibah,
lalu melaporkan
kegiatan mereka ke
Badan Kesbangpol
Sintang. Seperti
FKUB dan yang
lainnya.

Mardiyanto
Kabid Bina Polltl Kesbangpol
Sintang

matan, ada tiga kecamatan
yang tidak ada ormas. “Or-
mas asing tidak ada di Ka-
bupaten Sintang,” jelasnya.

Menurut Mardiyanto, ada
ormas yang hanya melapor
ke Badan Kesbangpol ke-
tika mereka mendapatkan
bantuan saja. Seharusnya,
ormas harus mendaftar dan
melaporkan kegiatan mere-
ka ke Kesbangpol.

Di Kabupaten Sintang ini,
ungkap Mardyanto 99,9 per-
sen ormas tidak pernah me-
laporkan kegiatan setelah
mendapatkan pendanaan

Sekertariat Ormas o

hibah dari Pemkab Sintang,

Padahal, ormas yang men-

dapatkan hibah dari Pem- - |

‘kab Sintang, wajib menyam-
. paikan laporan kegiatan

kepada Badan Kesbangpol
Sintang,.

“Hanya 0,1 persen saja or-
mas yang setelah mendapat-
kan dana hibah, lalu mela-
porkan kegiatan mereka ke

Badan Kesbangpol Sintang. |

ftupun ormas yang berada
dibawah binaan Pemkab
Sintang seperti FKUB dan
yang lainnya. Ada juga or-
mas yang bekerjasama de-
ngan OPD tetapi tidak mela-

porkan kegiatannya kepada. |
Kesbangpol,” ungkap Mardi- |

yanto.

Maka Kesbangpol akan
mengeluarkan Peraturan
Bupati Sintang tentang tata
kelola Ormas di Kabupaten
Sintang. Pemerintah pusat
melalui Kemendagri sudah
mendorong ‘ini. Ada Per-
mendagri Nomor 58 Tahun
2016 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 Tentang Orga-
nisasi Kemasyarakatan.

“Perbup ini nanti, tidak ber-
tujuan untuk mengekang or-
mas, maka kegiatan ini untuk
menghimpun masukan dan
saran dari ormas terhadap
draft Perbup tersebut. Kami
ingin memberdayakan dan

‘pembinaan terhadap ormas

yang ada di Kabupaten Sin-
tang,” jelas Mardiyanto. (ags)
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